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Abstrak 

FIONA SAFITRI, 202120251031, 2023. 

Media sosial merupakan faktor penting dalam penyebaran radikalisme di Indonesia, 
peran media sosial di dukung oleh pengguna internet yang menunjukan tren 
peningkatan di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme di 
Indonesia Melalui Pencegahan Paham Radikalisme di Media Sosial. Dengan 
mengkaji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Teorisme dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik yang berkenaan dengan distribusi, transmisi, membuat 
dapat diakses, Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik. Dengan 
menggunakan penelitian hukum normatif, dalam menjawab dua rumusan masalah 
yaitu: Bagaimana upaya pencegahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang 
menyebarkan paham radikalisme di media sosial? dan, Bagaimana penegakan 
hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang menyebarkan paham 
radikalisme melalui media sosial? . Hasil penelitian menyatakan bahwa pencegahan 
terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang menyebarkan paham radikalisme di 
media sosial saat ini dilakukan dengan upaya preventif yang dilakukan oleh 
lembaga-lembaga terkait seperti Kepolisian RI yaitu Divhumas Polri dan Densus 
88, BNPT danjuga Kominfo. Terkait dengan tindakan yang dilakukan dalam upaya 
pencegahan penyebarluasan konten radikalisme di media sosial telah dilakukan 
patroli siber, profiling dan juga pemctaan oleh Divbumas Polri dan sclanjutnya 
dilakukan koordinasi bersama Densus 88 dan juga Kominfo untuk melakukan take 
down konten dan juga pemblokiran terhadap kontent tersebut. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan yang terkandung di dalam UU Terorisme dan UU ITE tentang transaksi 
elektronik. Dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang 
menyebarkan paham radikalisme melalui media sosial dilakukan terhadap pelaku 
yang benar-benar telah melakukan tindak pidana terorisme. Densus 88 tidak dapat 
melakukan pencgakan hukum secara cfcktif tcrhadap pelaku radikalismc yang 
belum melakukan tindak pidana terorismc. Dcngan kctcntuan UU Tcrorisme, UU 
ITE dirasa cukup cfcktif untuk mcnjcrat pclaku tindak pidana propaganda tcrorisrnc 
di media sosial, mcskipun pada dasarnya bclum tcrdapat pcngaturan sccara 
mcngkhusus tcrkait pcmidanaan pclaku pcnycbaran paham-paham radikalismc di 
media sosial. Pasal 13 A UU Tcrorismc dirasa pasal yang paling mcndckati guna 
menjcrat pcnycbar paharn radikalismc dcngan ancarnan pidana sclama lima tahun, 
hal ini didukung dengan Pasal 12 B ayat (3) yang menyebutkan alat bukti elektronik 
merupakan alat bukti yang sah dimana hal ini scjajar dengan pembuktian pada Pasal 

184KUHAP. 
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